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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara
permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Marso bin Darmo, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Petani, tempat tinggal di Dusun IV Damarsari, Desa Menang
Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering llir,
sebagai Pemohon I;

Nurhandayani binti Rakidi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun IV Damarsari, Desa
Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan
Komering llir, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.Kag,
tanggal 03 Februari 2020, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan

alasan-alasan sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami istri sah,
akad nikah dilaksanakan menurut syariat Islam, di Dusun IV Damarsari,
Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering
llir, pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 1992, wali nikah ayah kandung, dengan
mas kawin Rp30.000,00, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing

Zainal dan Basuki;
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2. Bahwa Wali Nikah Pemohon Il adalah bernama Rakidi,
umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun,
tempat tinggal di Dusun IV Damarsari, Desa Menang Raya;

3. Bahwa wali dan kedua orang saksi pada pernikahan
Pemohon | dan Pemohon Il telah memenuhi ketentuan perundang-
undangan yang berlaku;

4. Bahwa dalam perkawinan tersebut ijab dilakukan
langsung oleh wali tersebut dan qobul dilakukan langsung oleh Pemohon I;
5. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon
| ada mengucapkan taklik talak;

6. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il ada/tidak ada
perjanjian pernikahan;

7. Bahwa Pemohon Il pada saat pernikahan Pemohon | dan
Pemohon Il tidak dalam pinangan orang lain;

8. Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon I
merupakan pernikahan keduanya bagi keduanya / iya dengan status
Bujang / Gadis;

9. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak memiliki
hubungan kekeluargaan, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan
yang dapat menjadi larangan dan larangan perkawinan antara Pemohon |
dan Pemohon II;

10. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon | dan Pemohon I
telah memenuhi umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan;

11. Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon I
dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon | dan Pemohon II, tanpa
paksaan dari pihak manapun;

12. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sebelum
melaksanakan akad nikah sudah/belum melengkapi administrasi

pernikahan;
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13. Bahwa, selama dalam masa perkawinan antara Pemohon
| dan Pemohon Il tidak pernah terjadi perceraian, sehingga saat ini
pemohon | dan Pemohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah
berdasarkan hukum dan tetap sama-sama dalam Agama Islam;
14. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon | dengan
Pemohon Il, bertempat tinggal Dusun IV Damarsari, Desa Menang Raya,
selama 23 tahun, selama pernikahan tersebut Pemohon | dengan Pemohon
Il telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunia
anak bernama Waldi, umur 22 tahun, anak tersebut ikut Pemohon | dan
Pemohon II;
15. Bahwa, oleh karena pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon 1l mohon penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) dari
Pengadilan Pemohon 1l yang terjadi pada tanggal 27 Mei 1992, yang
dilaksanakan di Dusun IV Damarsari, Desa Menang Raya, Kecamatan
Pedamaran, Kabupaten OKI, adalah sah berdasarkan hukum;
16. Bahwa, selanjutnya Pemohon | dan Pemohon I
mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan
menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon | dan
Pemohon II;
2.  Menyatakan sah perkawinan Marso bin Darmo dengan
Nurhandayani binti Rakidi, yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei
1992, di Dusun IV Damarsari, Desa Menang Raya, Kecamatan
Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering llir;
3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku
atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputus
dengan seadil-adilnya;
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon
telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim memberikan penjelasan

dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut;
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Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan
surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon
telah mengajukan bukti surat berupa Asli Surat Keterangan, Nomor
Kua.06.01.06/PW.01/409/2019, tanggal 31 Desember 2019, yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan
Komering llir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen kantor pos, diberi
tanda bukti P dan diparaf;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di
persidangan, yang masing-masing bernama:

1. Suprihatin bin Saman, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun IV Damarsari, Desa Menang
Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering llir. Di hadapan
sidang saksi tersebut mengaku sebagai tetangga para Pemohon, lalu
memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon | dengan Pemohon Il adalah suami

istri;

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon | menikah dengan Pemohon I

yang dilaksanakan secara hukum Islam, pada tanggal 27 Mei 1992, di

Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan

Komering llir;

- Bahwa pada saat akad nikah, ijab diucapkan oleh wali nikah

Pemohon Il dan gobul diucapkan oleh Pemohon I;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah wali nasab yang

bernama Rakidi, sebagai ayah kandung Pemohon lI;

- Bahwa saksi nikah dua orang laki-laki yang bernama Zainal dan

Basuki;

- Bahwa mahar berupa uang sejumlah Rp30.000,00 diserahkan

oleh Pemohon | kepada Pemohon Il secara tunai;

- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon | berstatus jejaka,

sedangkan Pemohon Il berstatus perawan;
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- Bahwa Pemohon Il tidak berada dalam pinangan laki-laki lain saat

dipinang dan menikah dengan Pemohon I;

- Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak memiliki

hubungan saudara, hubungan sesusuan dan semenda serta tidak ada

halangan perkawinan bagi keduanya;

- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon | dengan Pemohon I,

tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan mereka;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah dikaruniai anak;

- Bahwa para Pemohon | belum pernah keluar dari agama Islam;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il belum pernah bercerai;

- Bahwa para Pemohon memerlukan Kutipan Akta Nikah sebagai

bukti sahnya pernikahan dan memenuhi syarat administrasi lainnya;
2. Suratno bin Atim, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun IV Damarsari, Desa Menang
Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering llir. Di hadapan
sidang saksi tersebut mengaku sebagai paman Pemohon |II, lalu
memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon | dengan Pemohon Il adalah suami

istri;

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon | menikah dengan Pemaohon I,

dilaksanakan secara hukum Islam, pada tanggal 27 Mei 1992, di Desa

Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering llir;

- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon | berstatus jejaka,

sedangkan Pemohon |l berstatus perawan;

- Bahwa pada saat akad nikah ijab diucapkan oleh wali nikah

Pemohon Il dan qobul diucapkan oleh Pemohon I;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah wali nasab yang

bernama Rakidi, sebagai ayah kandung Pemohon II;

- Bahwa saksi nikah dua orang laki-laki yang bernama Zainal dan

Basuki;

- Bahwa mahar berupa uang sejumlah Rp30.000,00;
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- Bahwa Pemohon Il tidak berada dalam pinangan laki-laki lain saat

dipinang dan menikah dengan Pemohon I;

- Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak memiliki

hubungan saudara, hubungan sesusuan dan semenda serta tidak ada

halangan perkawinan bagi keduanya;

- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon | dengan Pemohon I,

tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan mereka;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah dikaruniai anak;

- Bahwa para Pemohon belum pernah keluar dari agama Islam;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il belum pernah bercerai;

- Bahwa para Pemohon memerlukan Kutipan Akta Nikah sebagai

bukti sahnya pernikahan dan memenuhi syarat administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan
alat bukti lain dan memberikan kesimpulan secara lisan di dalam persidangan
yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon dan mohon
penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka
ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat
Nikah (Pengesahan Nikah) berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi
Hukum lIslam, maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan
memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon menyatakan
bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan kepentingan
administrasi lainnya diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi
kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7
Ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka akan memeriksa lebih
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lanjut permohonan para Pemohon, dan kedudukan para Pemohon memiliki
kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon
Hakim menilai bahwa Pemohon | telah menikah dengan Pemohon II dengan
wali nikah yaitu ayah Pemohon Il bernama Abu, disaksikan dua orang saksi
nikah bernama Zainal dan Basuki, wali nikah Pemohon Il mengucapkan ijab
dan qabul oleh Pemohon | dengan mahar berupa uang sejumlah
Rp30.000,00,00;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonan para
Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana dalam duduk perkara
penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para
Pemohon telah mengajukan bukti P berupa asli Surat Keterangan, adalah surat
yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tidak bermeterai dan tidak
dinezegelen di kantor Pos, olehnya tidak memenuhi syarat formil alat bukti
tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-
undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti (P) patut
untuk dikesampingkan, namun Hakim berpendapat bahwa bukti P dapat
dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa pernikahan para Pemohon belum
tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan
Ilir;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon adalah orang terdekat
para Pemohon, di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah
sumpah menurut agama masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 171
dan 175 R.Bg, maka bukti saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil
alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon memiliki
sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan
keterangan dari orang lain (de auditu) dan keterangan kedua saksi para
Pemohon saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon,
dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon
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tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini
yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami istri sah, akad nikah di
laksanakan menurut syari'at Islam, di Desa Menang Raya, Kecamatan
Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering llir, pada tanggal 27 Mei 1992,
dengan wali nikah ialah wali nasab yang bernama Rakidi, sebagai ayah
kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi nikah dua orang laki-laki yang bernama Zainal dan Basuki;
- Bahwa mahar pernikahan berupa uang sejumlah Rp30.000,00;
- Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak memiliki hubungan
saudara, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il beragama Islam dan tidak pernah
memeluk agama lain;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il belum pernah
bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il telah
dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon |
dengan Pemohon Il tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan
sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bawah ketika
hendak melaksanakan pernikahan harus ada calon suami, calon istri, wali
nikah, dua orang saksi dan ijab qobul, serta antara Pemohon | dengan
Pemohon Il tidak terdapat hubungan yang terhalang untuk melangsungkan
pernikahan, yaitu tidak memiliki hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat
semenda dan pertalian sesusuan, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam,
kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam kitab Bugyatul
Mustarsyidin, halaman 298, sebagai berikut:

Ao M il g geall iy e A L) gl 133
Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu

yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu.
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Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas
maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan
dan tidak melawan hukum dan karenanya permohonan tersebut patut diterima
dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan
dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5
Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi
masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan
status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon | dan Pemohon II, dan untuk
terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan
dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006, Hakim secara ex officio memerintahkan kepada
Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada
Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon | dan Pemohon Il bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para
Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum juga hukum syara’ yang bersangkutan.

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon lI;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Marso bin Darmo) dengan
Pemohon II (Nurhandayani binti Rakidi), yang dilaksanakan pada tanggal
27 Mei 1992, di Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten
Ogan Komering llir;
3. Memerintahkan kepada Pemohon | (Marso bin Darmo) dan Pemohon Il

(Nurhandayani binti Rakidi) untuk mencatatkan perkawinannya pada
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Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering
Mlir;
4. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk membayar biaya

perkara sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang ltsbat Nikah terpadu
Pengadilan Agama Kayuagung, di Aula Bende Seguguk Pemerintah Daerah
Kabupaten Ogan Komering llir, pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020
Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh
Yunizar Hidayati, S.H.l. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk langsung oleh
Ketua Pengadilan Agama Kayuagung. Penetapan tersebut pada hari itu juga
diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dibantu oleh Mastuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Pemohon | dan Pemohon II.

Panitera Pengganti, Hakim Tunggal,
TTD TTD
Mastuti, S.H. Yunizar Hidayati, S.H.l.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 175.000,00
4. Biaya PNBP : Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00
6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 281.000,00

Terbilang : dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah.
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